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injauan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Konsep mengenai Corporate Social Resposibility menjadi perdebatan di
alangan para pebisnis dan akademisi. Kelompok yang menolak mengajukan argumen
ahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba dan bukan person atau sekadar
umpulan orang seperti halnya dalam organisasi sosial.

Tetapi kelompok yang mendukung konsep ini berpendapat bahwa perusahaan
idak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan

aryawannya. Namun mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial bagi

) eypew,oyu| uep siusig NISW) O 191

%)erusahaannya saja, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap

2
2publik khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Sebab masyarakat
9]

Badalah sumber dari segala sumber daya yang dimiliki dan diproduksi oleh perusahaan.

Tanpa dukungan masyarakat, perusahaan mustahil memiliki pelanggan, pegawai, dan

sumber-sumber produksi lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan. Meskipun

MIsuj

Eperusahaan telah membayar pajak kepada Negara, tidak berarti telah menghilangkan

w
wtanggung jawabnya terhadap kesejahteraan publik.

Di negara-negara yang menerapkan kebijakan sosial (social policy) yang

ep siu

imenjamin warganya dengan berbagai pelayanan dan skema jaminan sosial yang
=
OMerata, manfaat pajak seringkali tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok

eull

miskin dan rentan yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat (Suharto, 2007).
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Secara fisik, kontrol terhadap infrastruktur tersebut tidak mudah. Perusahaan
@mbang atau minyak terletak di daerah terpencil dengan jaringan pipa yang panjang
X
Zdan kompleks misalnya, sangat rentan dengan kemungkinan-kemungkinan dirusak atau
0

isabotase oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keadaan perusahaan tersebut.

Ayrw gydi

ementara itu banyak kasus menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan

ersebut sarat konflik dengan masyarakat lokal. Baik konflik terbuka maupun konflik

ul) 5 191

aten merupakan faktor potensial untuk terjadinya kerusakan-kerusakan fasilitas

roduksi.

3pms

Dalam era desentralisasi, kekuatan masyarakat lokal menjadi lebih besar.

ypep siusig

uang mereka untuk menyuarakan tuntutan mereka pada masalah pencemaran,

asalah tenaga kerja, dan masalah tanah pada perusahaan menjadi lebih kuat.

&JEW%O}U|

ecenderungan ini sangat mungkin menyulut konflik. Pertanyaan yang muncul

emudian apakah perusahaan tidak akan melakukan program community development

MO e

Zapabila masyarakat tidak memprotes masalah pencemaran dan menuntut direalisasinya

D

ébrogram tersebut. Kemungkinan besar program tersebut akan dilakukan walaupun

belum pasti waktu realisasinya. Hal ini karena secara hukum setiap perusahaan

zekstraktif diwajibkan untuk merealisasikan program community development. Dalam

(-}
E_Undang-Undang No. 22 tahun 2001 dinyatakan bahwa dalam setiap kontrak kerjasama

w
wantara pemerintah Indonesia dengan perusahaan pelaksana kegiatan penambangan,

:perusahaan tersebut diharuskan melakukan program community development (Mulyadi,

ue
N
o
S
=
N—r

CSR sebagai suatu konsep, berkembang pesat sejak 1980-an hingga 1990-an

ebagai reaksi dan suara keprihatinan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan

11
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jaringan tingkat global untuk meningkatkan perilaku etis, fairness dan responsibilitas
@orporasi yang tidak hanya terbatas pada korporasi, tetapi juga pada para stakeholder

X
Zdan komunitas atau masyarakat sekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR harus

0

-sc:melibatkan seluruh stakeholder secara aktif dalam kegiatan CSR. Bahwa harus ada
3

skeseimbangan antara kegiatan bisnis dan nilai-nilai bisnis dan harus beyond
@

;:filantrophy. CSR bukan untuk menolong pihak yang lebih lemah tetapi merupakan
(9]

;étrategi bisnis perusahaan. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang
§nengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era
o)

:Edimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting
Q.

n:_?daripada sekedar profitability. Kalangan bisnis telah menyuarakan penolakan
=

§dimasukkannya pasal tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang-undang
Q

;;'SDT yang baru.

A

g,

=

g’f’ Istilah Corporate Social Responsibility dipopulerkan oleh Jhon Elkington,

9]
®1997) melalui bukunya “Cannibal with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth
Century Business”. Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom Line dalam

us.istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Definisi dari
(= )
&CSR, pertama dalam Pemerintah Inggris, dikatakan “Voluntary action that bussines
-
w

Gean take over and above compliance with minimum requirement,”. Inti dari CSR

=
@adalah dijalankan beyond compliance to law (melampui kepatuhan terhadap hukum).

P

gMeIaIui buku tersebut, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin

=
=*berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga

J40

5harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people)

Jje

Adan turut berkonstribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

12
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@ Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi diharapkan pada tanggung
s’::jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan
'?.!,i:lalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan
%ingkungannya. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak

shanya pada single bottle lines yaitu, nilai perusahaan (corporate value) yang

a1

irefleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, tetapi tanggung jawab

:ugsmsug_gx

erusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, yaitu berupa: financial, sosial dan

usig

:ingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh dan

Sl

Egoerkembang secara berkelanjutan (sustainable development). Keberlanjutan

u

§j‘)erusahaan akan terjamin apabila korporasi juga turut memperhatikan demensi sosial
3

;glan lingkungan hidup. Konsep CSR tampaknya dapat memberikan suatu perubahan

QL

E;/ang baru dalam dunia bisnis, namun tidak sedikit pendapat yang meragukannya.
=

5§_°>anyak orang berpendapat bahwa sebuah perusahaan yang kini telah meninggalkan
9]

akonsep one line reporting dan mulai menggunakan triple line reporting harus
diwaspadai dengan ketat karena CSR pada saat itu merupakan suatu trend yang

§mungkin saja diikuti perusahaan hanya untuk meningkatkan daya saingnya. CSR
(= )

gdipandang hanyalah dalih perusahaan untuk menunjukkan citra baik ke publik sehingga

goeberapa tindakan kotor dalam perusahaan dapat tertutupi oleh kegiatan CSR. Namun,

Wterlepas dari upaya pencitraan melalui CSR, perusahaan memang seharusnya tetap giat
Q.

gmenyelenggarakan kegiatan CSR sebagai langkah pastinya dalam bertanggungjawab

=ratas keuntungan yang ia dapatkan dari lingkungan sosialnya. Pelaksanaan CSR yang

oju

q
abaik dan tulus dari perusahaan akan tentunya dapat menciptakan suatu perkembangan

13
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yang terus-menerus bagi perusahaan dan tentunya tidak merugikan pihak sosial di

@kitar perusahaan tersebut.

uepj JIm) exljewsioju] uep siusig 3mpisuj

(319 Uy >IMY| BX1IEWIOJU| UEP SIUSIE INMISU) DX 18] 1w exdid YeH

Pengertian Corporate Social Responsibility

Definisi dari CSR telah dikemukakan oleh banyak pakar. Di antaranya
adalah definisi yang dikemukakan oleh Magnan & Ferrel (2004) yang menekankan
pentingnya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai
stakeholder yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil para
pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial dan bertanggung jawab.
Sedangkan Komisi Eropa membuat definisi yang lebih praktis yaitu mengenai
bagaimana perusahaan yang secara sukjarela memberikan kontribusi bagi
terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

Pertanggungjawaban  sosial perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara
sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam
operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab
organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006).

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
dalam publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR sebagai
komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka,
keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk
meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis

sendiri maupun untuk pembangunan.

14
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Masyarakat Uni Eropa (European Commission) memandang CSR sebagai

@ suatu konsep di mana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan

(319 ueny IMY BY1IRWIOU| URP SIUSIg 3N31ISUI) DX 191 YW eadid sey

uepj JIm) exljewsioju] uep siusig 3mpisuj

kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan yang bersih. Suatu
konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan
dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pihak yang
berkepentingan secara sukarela.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh The Jakarta Consulting Group,
tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar
(eksternal) perusahaan. Tanggung jawab ke dalam maksudnya tanggung jawab ini
diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan.
Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang
dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan.
Karenanya mereka akan mengharapkan profitabilitas yang optimal serta
pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan
mengalami peningkatan. Oleh karena itu perusahaan harus berjuan keras agar
memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari
peluang bagi pertumbuhan di masa depan. Di samping kepada pemegang saham,
tanggung jawab sosial ke dalam ini juga diarahkan kepada karyawan, karena hanya
dengan kerja keras, kontribusi serta pengorbanan merekalah perusahaan dapat
menjalankan berbagai aktivitas serta meraih kesuksesan. Oleh karenanya
perusahaan dituntut untuk memberikan kompensasi yang adil serta memberikan
peluang pengembangan karier bagu karyawannya. Tentu saja hubungan antara
perusahaan dengan karyawan itu harusdidasarkan pada prinsip hubungan yang

saling menguntungkan (mutually beneficial). Artinya, perusahaan harus

15
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memberikan kompensasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun di
lain pihak, karyawanpun dituntut untuk memberikan kontribusi yang maksimal
bagi kemajuan perusahaan.

Tanggung jawab ke luar maksudnya tanggung jawab sosial ini berkaitan
dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja,
meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kompetensi masyarakat, serta
memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Pajak diperoleh
dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan
harus dikelola sebaik-baiknya sehingga mampu meraih laba yang maksimal. Demi
kelancaran aktivitas perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan
membutuhkan banyak tenaga kerja. Seiring dengan tumbuh kembangnya
perusahaan, kebutuhan akan tenaga kerja ini akan mengalami peningkatan.
Perusahaan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi menyediakan lapangan kerja
bagi masyarakat. Lapangan kerja akan semakin banyak tersedia manakala
perusahaan tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya perushaan berkewajiban
untuk selalu mencari peluang-peluang baru bagi pertumbuhan tentu saja dengan
tetap mempertimbangkan faktor keuntungan dan tingkat pengembalian finansian
yang optimal. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam
usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, baik
yang ebrkaitan dengan perusahaan maupun Yyang tidak. Perusahaan juga
bertanggung jawab untuk memelihara kualitas lingkungan tempat mereka
beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,

baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi penerus.

16
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Rumusan pengertian atau definisi yang diiuraikan di atas menunjukkan
kepada masyarakat bahwa setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk
pemahaman atau konsep mengenai CSR. Ketiga hal tersebut adalah:

(1). Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau korporasi tidaklah
berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat
menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap
keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya.

(2). Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan
atau koroporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholders-nya dan
bukan hanya shareholders-nya. Para stakeholders ini, terdiri dari
shareholders, konsumen, pemasok, klien, customer, karyawan dan
keluarganya, amsyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (the local community
and society at large).

(3). Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-
hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh
keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan/atau dikelola olehnya. Jadi
ini berarti CSR adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (business),
sehingga CSR berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk

memperoleh keuntungan.

Pandangan Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility
Setiap perusahaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap CSR, dan

cara pandang inilah yang bisa dijadikan indikator kesungguhan perusahaan

17
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masyarakat (Wibisono :2007). Setidaknya terdapat tiga kategori paradigma

perusahaan dalam menerapkan program CSR, diantaranya:

Sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktekkan lebih karena
faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial (social driven)
maupun mengendalikan aspek lingkungan (environmental driven). Artinya
pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan
daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah mengendalikan reputasi
(reputation driven), yaitu motivasi pelaksanaan CSR untuk mendongkrak
citra perusahaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak
citra dengan mamanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan
uang, sembako, medis dan sebagainya, yang kemudian perusahaan berlomba
menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah
untuk mengangkat reputasi. Di satu sisi, hal tersebut memang
menggembirakan terutama dikaitkan dengan kebutuhan rill atas bantuan
bencana dan rasa solidaritas kemanusiaan. Namun disisi lain, fenomena ini
menimbulkan tanda tanya terutama dikaitkan dengan komitmen solidaritas
kemanusiaan itu sendiri. Artinya, niatan untuk menyumbang masih diliputi
kemauan untuk meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif
semisal untuk menjaga atau mendongkrak citra korporasi.

Sebagai upaya wuntuk memenuhi kewajiban (compliance). CSR
diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang
memaksanya. Misalnya karena ada kendali dalam aspek pasar (market

driven). Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini
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(3).

menjadi tren seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global
terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan
memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Seperti saat ini bank-bank di eropa
mengatur regulasi dalam masalah pinjaman yang hanya diberikan kepada
perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Selain itu
beberapa bursa sudah menerapkan indeks yang memasukan kategori saham-
saham perusahaan yang telah mengimplemantasikan CSR, seperti New York
Stock Exchange saat ini memiliki Dow Jones Sustainability Indeks (DJSI)
bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai CSR. Bagi
perusahaan eksportir CPO saat ini diwajibkan memiliki sertifikat Roundtable
Sustainability Palm Oil (RSPO) yang mensyaratkan adanya program
pengembangan masyarakat dan pelestarian alam. Selain market driven,
driven lain yang yang sanggup memaksa perusahaan untuk mempraktikkan
CSR adalah adanya penghargaan-penghargaan (reward) yang diberikan oleh
segenap institusi atau lembaga. Misalnya CSR Award baik yang regional
maupun global, Padma (Pandu Daya Masyarakat) yang digelar oleh Depsos,
dan Proper (Program Perangkat Kinerja Perusahaan) yang dihelat oleh
Kementrian Lingkungan Hidup.

Bukan sekedar kewajiban (compliance), tapi lebih dari sekedar kewajiban
(beyond compliance) atau (compliance plus). Diimplementasikan karena
memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). Perusahaan
telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan
ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan

juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya,
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menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin

perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Pelaporan Corporate Social Responsibility

Hendriksen dalam Nurlela & Islahuddin (2008) mendefinisikan
pengungkapan (disclosure) sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan
untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada
yang bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan infomrasi wajib dilakukan
oleh eprusahaan yang didasarkan pada oeraturan atau standar tertentu, dan ada
yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi
melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Setiap unit/pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang
saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai
tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan,s
ebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No.1 (Revisi 1998) Paragraf Kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement),
khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang
peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok
pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Di Indonesia, perusahaan multinasional telah menyusun laporan ini, tetapi
tetapi tidak hanya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat (Darwin, 2006).

Pelaporan ini hanya untuk keperluan konsilidasi perusahaan induknya. Dan bagi

perusahaan publik dan BUMN memang sudah mulai mengungkapkan isu
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lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan, tetapi belum disajikan dalam
laporan yang terpisah dan masih bersifat minim terutama dipicu dengan adanya
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-236/MBU/2003. Seiring
dengan semakin mengglobalnya isu ini, CSR mulai mendapat perhatian dari

perusahaan Indonesia.

Pelaksanaan CSR menurut Undang-Undang di Indonesia

Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR
dengan mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang
menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945
mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh
Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutn, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk
mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh
operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan
masyarakat di sekitarnya (Fajar 2010, 1-2).

Di dalam Pasal 74 UU Nomor 40 ayat 1-4 dijelaskan sebagai berikut

(Solihin 2009, 165):
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(1).

(2).

(3).

(4).

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan eprundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam penjelasan pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya

alam” sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat 1 adalah usahanya mengelola dan

memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan, yang dimaksud dengan “Perseroan

yang kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah

perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi

kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam (Solihin

2009,166).

Kewajiban melakukan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang

melakukan penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tertuang dalam

Pasal 15, 17, dan Pasal 34, sebagai berikut (Solihin 2009, 166-167):
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(1).

2)

3)

Pasal 15

Setiap penanaman modal berkewajiban:

a) Menerapkan prinsip corporate governance yang baik;

b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya pada badan koordinasi penanamanan modal;

d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
penanaman modal;

e) Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan;

Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, dijelaskan bahwa

yang dimaksud “tanggung jawab sosial perusahaan” sebagaimana

tercantum pada pasal 15 huruf b adalah tanggung jawab yang melekat pada

setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan

budaya masyarakat setempat.

Pasal 17

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak

terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan

lokasi yang memnuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang

pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Badan usaha atau usaha perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15

dapat dikenai sanksi administrative berupa:
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a) Peringatan tertulis;
b) Pembatasan kegiatan usaha;
c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

njauan Mengenai Hukum Perpajakan terkait dengan CSR

. Definisi Pajak

Berikut ini adalah beberapa definisi pajak menurut beberapa pakar di bidang

pajak, yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menurut N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2005:1),

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa
adanya Kkontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup
pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2005:1),

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik
dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Nightingale yang dikutip Wirawan B. Hyas & Rudy Suhartono
(2007:1),

“Tax 1s compulsory contribution, imposed by Government, and while tax
payers many receive nothing identifiable in return for their contribution, they

nevertheless have the benefit of living in a relative by educated, healthy and
have society.”

24



"OyYIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep 1ul sijny eAsey ynan)as neje ueibegas yeAuequiadwaw uep ueywnwnbusw bueseyq 'z

‘OWMIg| Jelem Bueh uebunuadey ueyibniaw yepny uediinbuad 'q

SSINISNY 40 TOOHDS
HID NV M

"yejesew niens ueneful} uep Yy uesinuad

‘uedode) ueunsnAuad ‘yerwl eAsey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebuiyuaday yniun eAuey uedinbuad ‘e

&

Buepun-buepun 16unpunig exdiy yeH
(319 ueny Ximy eXIeW.I0 U] U SIuslg INISUL) DX 191 1w eadid seH @

:1aquins uexingakusw uep uexuwniuedsuaw eduey 1ul siny eAJeY ynan)as neie uelbeqas diynbusw Buedeyq *|

uepj JIm) exljewsioju] uep siusig 3mpisuj

o

Mengacu pada apa yang dikemukakan para pakar tentang pajak, tampak bahwa

pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta sifatnya dapat
dipaksakan.

2) Dalam pembayaran pajak tidak ada unsur jasa timbal balik atau
kontraprestasi.

3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

4)  Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.

Hukum yang Mengatur Corporate Social Responsibility
Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang PT yang

baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah

disahkan tanggal 16 Agustus 2007. Peraturan ini merupakan pembaruan dari

UU Nomor 1 Tahun 1995. UU Nomor 40 Tahun 2007 pasa 74 berisi:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan.

(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

dengan memeperhatikan kepatutan dan kewajaran.
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(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Apabila tidak
melaksanakan, Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) harus dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.

Regulasi CSR dalam bidang perpajakan menempatkan perusahaan
sebagai institusi yang telah dilindungi dalam kegiatan usahanya, telah
memanfaatkan infrastruktur di masyarakat (public goods), dan mempunyai
andil dalam kerusakan lingkungan. Untuk itu, sudah selayaknya jika
perusahaan ikut mengambil bagian dalam masalah sosial dan kerusakan
lingkungan di wilayahnya. Artinya, CSR harus diberlakukan pada seluruh
sector industry tanpa terkecuali, karena dampak langsung amupun tidak
langsung dari aktivitas perusahaan terhadap keberadaan sumber daya alam.
Selain itu, pemerintah telah melakukan dorongan dengan memperhitungkan
CSR sebagai biaya yang akan mengurangi pajak badan (PPh 25) perusahaan

yang melaksanakan CSR. Melalui peraturan perpajakan ini penerimaan pajak
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olen Pemerintah berkurang, dengan harapan perusahaan memberikan
kompensasinya dalam bentuk pengoptimalan CSR.

Pada awalnya banyak terjadi protes dari asosiasi pengusaha karena ada
penilaian CSR akan menambah beban perusahaan karena menjadi biaya
tambahan baru. Protes ini akhirnya disikapi oleh Pemerintah dengan
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tanggal 30
Desember 2010 tentang sumbangan penanggulan bencana nasional, penelitin
dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan
pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan
terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, telah menetapkan bahwa
besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya
penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dan
biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
I, J, k, I, dan m, menyebutkan bahwa kelima jenis sumbangan yang diatur dalam
ayat ini ketentuannya harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tanggal 30
Desember 2010 ditetapkan ketentuan mengenai jenis sumbangan yang dapat
dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung besarnya
PPh terhutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintan Nomor

93 Tahun 2010 ini adalah sebagai berikut:
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Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan

Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah

tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan

kena pajak (PKP) bagi Wajib Pajak terdiri atas 5 jenis berikut:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang
disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan
bencana, atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga
atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang
berwenang untuk epngumpulan dana penanggulangan bencana;
Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang disampaikan emlalui lembaga
penelitian dan pengembangan;

Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan
berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga
pendidikan;

Sumbangan dalam rangka pembinaan, yang merupakan sumbangan
untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau
gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang
disampaikan melalui pembinaan olahraga; dan

Biaya pembangunan infrastruktur sosial yaitu biaya yang
dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana
untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Kelima jenis sumbangan di atas dapat dikurangkan dari penghasilan
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()

©)

bruto dengan syarat sebagai berikut:

(@ Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiscal berdasarkan SPT
Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;

(b) Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada
Tahun Pajak sumbangan diberikan;

(c) Didukung oleh bukti yang sah; dan

(d) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki
NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak

sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Besarnya biaya/nilai sumbangan yang dapat dikurangkan

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan
infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk
satu tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun

pajak sebelumnya.

Sumbangan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa

Sumbangan dan/atau biaya yang telah disebutkan di atas, tidak
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila
sumbangan dan/atau biaya tesebut diberikan kepada pihak yang

mempunyai hubungan istimewa.
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(4) Penentuan besarnya nilai sumbangan

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional,
penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, dan dalam rangka
pembinaan olahraga dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
Yang dimaksud “barang” di sini dapat berupa barang yang diproduksi
atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan. Jika diberikan

dalam bentuk barang, maka nilai sumbangan ditentukan berdasarkan:

(@ Nilai perolehan, apabila barang yang disumbangan belum
disusutkan

(b) Nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangan sudah
disusutkan; atau

(c) Harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan

merupakan barang produksi sendiri

Sementara itu, biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan
hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana yang nilainya ditentukan
berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun

sarana dan/atau prasarana.

Berdasarkan Pasal 1 PP 93 Tahun 2010, bentuk pengeluaran Corporate
Social Responsibility (CSR) yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu
dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi

wajib pajak terdiri atas:
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1)

(2)

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang
merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang
disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana
atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak
yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk
pengumpulan dana penanggulangan bencana; pengertian “bencana
nasional” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan yang
dimaksud dengan “badan penanggulangan bencana‘“ adalah badan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan/atau
mengelola sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana.

Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan
sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga
penelitian dan pengembangan; yang dimaksud dengan “penelitian” adalah
kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang
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(3)

(4)

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian
di bidang Seni dan Budaya. Yang dimaksud dengan “pengembangan”
adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan
memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti
kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi.
Yang dimaksud dengan “lembaga penelitian dan pengembangan” adalah
lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan

pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi.

Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa
fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan; yang
dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” adalah prasarana dan sarana yang
dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan
kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan
budaya nasional. Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah
lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olah
raga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang

terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi.

Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan
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sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan
suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang
disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan yang dimaksud
dengan “lembaga pembinaan olahraga” adalah organisasi olahraga yang
membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan
organisasi cabang/jenis olahraga prestasi. Yang dimaksud dengan
“olahraga prestasi” adalah olahraga yang membina dan mengembangkan
atlit secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi
untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan

teknologi keolahragaan.

(5) Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk

kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

(319 uery yiImy exewIou| Uep siusig In3sUI) D3N (1411w exdid e (J)

Tinjauan Mengenai Tax Planning
a Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya
-
Eperekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk
-
%mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk dan
=

g]asa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan

Sberusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai

=
omacam efisiensi biaya termasuk efisiensi biaya pajak.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini
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dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud
@apat diseleksi tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya

X
Spenekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.
(2]

Terkait dengan hal diatas, yaitu semakin canggihnya skema-skema transaksi
euangan yang ada dalam dunia bisnis tentu juga akan menciptakan peluang bagi

erusahaan untuk merencanakan pajaknya. Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk

ul) Sy 1gLIw exd

gnengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ada dua hal yang

5]
=
>
«Q
o
vy
=
c
=
)
5
c
>
~—+
c
<
3
I5)
-
Q
=
%)
3
>
~—
N—
c
3
>
=
go]
2
>
2
<
I
o
«
=
>
=
c
<
)
5
yo)
9]
-~
c
wn
<8
=
<)
<)
5
<
)
—
c
—
1]
<

S|US

avoiden (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak). Jika dipandang

s

ari segi hukum, jelas bahwa tax avoiden adalah sah sepanjang tidak ditemukan unsur
ejahatan pada saat pemeriksaan, tetapi untuk tax evasion jelas merupakan pelanggaran

ukum (Darussalam, 2009).

Pajak bagi perusahaan memang merupakan biaya, sama seperti biaya yang lain

D uel) YIMYLEM)IIgWIIOY] ue

@maka akan ditekan sekecil mungkin pembayarannya. Tapi, karena merupakan
kewajiban bagi perusahaan untuk membayar pajak maka harus tetap dibayarkan. Sudah

asewajarnya perusahaan akan berusaha untuk membuat tax planning baik dengan cara
(= o

Etax avoidance maupun tax evasion sehingga pajak yang dibayarkan menjadi kecil.

g3

Menurut Denny Darussalam (2009) yang dimaksud dengan:

Tax planningstiadalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang

Qo

terhutang melalui skema yang memang sudah jelas diatur dalam peraturan Undang
— Undang Perpajakan dan tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan

Otoritas Pajak.
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b. Tax Avoidanceitzadalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk
@ meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan
X
%  (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan
0
E’ legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

3

;

@. Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara
A

A melanggar ketentuan perpajakan (illegal).

5

a

g Tax avoidance dan tax evasion merupakan kegiatan pengurang pajak, namun
o)

Sjika dilihat dari segi hukum tax avoidance bukan merupakan pelanggaran karena
"]

Q.

Smenggunakan celah-celah hukum yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak. Tax
5

Svasion merupakan kegiatan yang melanggar hukum, khususnya undang — undang
3

Q

Zpajak dan undang — undang pidana serta perdata. Dalam konteks internasional, tax
Q

gavoidance dilakukan perusahaan dengan cara ; transfer pricing, thin capitalization,
=

A . .

gmntrolled foreign corporatioan.

9]

B

Tax evasion biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu,

tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu.

Isuj

Tetapi praktek penggelapan pajak seperti diatas sering ketahuan, maka modus

;)enggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya
grelative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Di Indonesia prestasi
gpegawai pajak ditentukan keberhasilannya dalam mengumpulkan tagihan yang berhasil

=
=dikumpulkan, semua pegawai berlomba-lomba untuk dapat mengumpulkan setoran

Ju

sebanyak-banyaknya. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar,

Wwil0.

erusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi
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kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Jika moral pegawai tidak

@aik maka kejadian seperti ini akan banyak dijumpai.

Tax evasion akan membawa akibat, menurut McGee (1994) dana pajak yang

1y eadd ey

seharusnya diterima negara untuk membangun fasilitas umum, membiayai kegiatan
emerintahan tidak sampai pada negara, sehingga akan menghambat pembangunan,
ak rakyat miskin untuk memperoleh subsidi dari negara tidak bisa wujudkan. Banyak

al yang terhambat karena dana dari pembayaran pajak tidak masuk keuangan negara.

Menurut Mohammad Zain (2006 : 79) Untuk membantu pengolahan “variable

ritis” tersebut ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan, antara lain:

Usahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan

pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (top rate brackets).

Percepat atau tunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh

(319 Ui XIM)l eX1IeIo4U| YEP SIUSIE INIASUL) DY 1KY 1]

keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah,
seperti penangguhan pengenaan PPN yang ditanggung oleh pemerintah dan

seterusnya.

Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti

pembentukan group-group perusahaan.

Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah
penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan

tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya.
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Transformasikan penghasilan biasa menjadi “capital gain” jangka panjang.

Ambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai

pengecualian-pengecualian dan potongan-potongan.

Pergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan

perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan- kemudahan.

Pilihlah bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usahanya.

Dirikanlah perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat
diatur secara keseluruhan penggunaan tariff pajak, potensi menghasilkan, kerugian-

kerugian dan asset yang dapat istrdihapus.

angka Pemikiran

Sasaran pertama dari penelitian ini adalah untuk menjawab batasan masalah

perfBma yaitu menganalisa apakah biaya kebijakan Corporate Social Responsibility yang

telah dijadikan pengurang penghasilan bruto oleh PT Padangbara Sukses Makmur telah

seiai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Selama tahun 2012, perusahaan
(= )

te@ melakukan kegiatan CSR-nya. Berdasarkan seluruh kegiatan CSR tersebut, penulis

akﬁ menyeleksi kegiatan CSR yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dengan
=

teacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008, dapat diketahui apakah perhitungan dan
lﬁ p p p p g

)
pel@porannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

uepj YIM) exieuLioju
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Batasan Masalah 1
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Sasaran kedua dari penelitian ini adalah untuk menjawab batasan masalah kedua
menganalisa efektifitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Padangbara
es Makmur terkait dengan kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilakukan.
berbagai macam cara untuk menyusun perencanaan pajak perusahaan, salah satunya
h dengan menggunakan celah dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan

kukan kegiatan CSR yang dalam peraturan dapat dijadikan pengurang penghasilan

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Batasan Masalah 2




